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PERIHAL

Penguijian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air [Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 huruf c] terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ari Lazuardi, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 24 September 2020, Pukul 14.07 — 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat (Ketua)
2) Suhartoyo (Anggota)
3) Enny Nurbaningsih (Anggota)

A. A. Dian Onita Panitera Pengganti



Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:

1. Dewanto Wicaksono
2. Andy Wijaya
3. Prihatin Suryo Kuncoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ari Lazuardi

2. Mohammad Fandrian Hadistianto
3. Afif Jonan

4, Tomi

5. Andy Hakim Yunus Ekaputra



SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kita mulai. Pemohon sudah siap,
ya? Semua Pemohon sudah berpakaian sopan itu? Ya, sudah dicek, ya?
Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020 dengan dibuka
dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sidang dilakukan secara daring. Sebelum kita mulai ini sidang
perbaikan permohonan, siapa yang hadir, Para Pemohon? Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Baik. Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Hadir dalam persidangan kali ini ada Pemohon II, Dewanto
Wicaksono.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Pemohon III, Prihatin Kuncoro, Pemohon IV, Andy Wijaya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Andy Wijaya hadir?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mana, Andy Wijaya? Andy Wijaya, sambil dilihat ini kita.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, ini yang ngomong Andy Dewanto?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Yang bicara kami Kuasa Hukum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Kuasa Hukum?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Ari Lazuardi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Prinsipal yang hadir, Dewanto?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Dewanto, Prihatin (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana Dewanto? Ada? Oke. Prihatin? Oke. Andy Wijaya tadi itu.
Terus?
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KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Dari Pemohon I tidak hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon I, tidak hadir. Prinsipal, toh?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Oh, ya. Prinsipal I tidak hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Prinsipal I yang tidak hadir. Terus kemudian?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ada beberapa penerima Kuasa yang hadir dalam persidangan
daring kali ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
He eh.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Yang pertama saya sendiri, Ari Lazuardi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ari Lazuardi, hadir.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Lalu berikutnya ada Tomi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tomi. Mohammad enggak hadir, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Mohammad, hadir, Yang Mulia.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mohammad ada?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Mohammad Fandrian, hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, hadir Mohammad. Afif Johan?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Afif Johan, hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Hadir. Gunawan Wahyudi?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Gunawan belum hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak hadir. Andy Hakim Yunus?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Andy Hakim, hadir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini Kuasa yang memakai toga yang advokat?

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Kuasa tidak memakai toga berarti bukan advokat, ya?

Semuanya Kuasa pakai anu ya, toga, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah
pada tanggal 23 September 2020 pada pukul 14.19 WIB, ya. Saudara,
pada kesempatan ini, Mahkamah sudah membaca perbaikan
permohonan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan
pokok-pokok perbaikannya saja, tidak keseluruhan. Nanti diakhiri dengan
menyampaikan petitumnya. Silakan! Apa saja yang diperbaiki?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Kami sampaikan perbaikan permohonan yang telah kami submite
ke bagian Kepaniteraan kemarin (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Beberapa file telah kami sampaikan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Yang pertama, ada file perbaikan permohonan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Yang kedua, ada file mengenai perbaikan surat kuasa, selaras
dengan perbaikan permohonan. Lalu, ada daftar bukti tambahan
sekaligus kompilasi daftar bukti secara keseluruhan.

Nah, dalam persidangan kali ini kami ingin menyampaikan
beberapa hal yang kami perbaiki, berangkat dari apa yang Yang Mulia
sampaikan dalam persidangan sebelumnya sebagai saran kepada kami.

Yang pertama, kami sampaikan mengenai legal standing (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Legal standing dalam konteks ini kami telah perbaiki dan khusus
kami mohonkan sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang
memiliki kepentingan yang sama. Di situ kami tegaskan kembali
bahwasanya 4 orang Pemohon merupakan perseorang atau kelompok
orang memiliki kepentingan yang sama dan mewakili serikat pekerja
dimana di sana ada 2 serikat pekerja yang diwakili. Yang pertama adalah
Persatuan Pegawai Indonesia Power. Yang kedua adalah Serikat Pekerja
Kebangkitan Jawa-Bali.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Lalu, dalam konteks masih legal standing, kami tegaskan juga
bahwasanya Pemohon ini juga menegaskan dirinya sebagai pihak yang
mewakili serikat pekerja dimana Pemohon I dan Pemohon II itu telah

diberikan mandat secara organisatoris. Jadi, seluruh unit yang ada di
wilayahnya se-Indonesia untuk mengajukan permohonan ini. Sedangkan
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Pemohon III dan Pemohon 1V selain ditegaskan dalam anggaran dasar,
anggaran rumah tangganya juga khusus mengenai anggota yang
terdapat dalam pembangkit listrik tenaga air memberikan kuasa ...
memberikan mandat untuk mengajukan permohonan ini. Jadi, secara
prinsip mengenai keterwakilan telah kami sampaikan dalam perbaikan
permohonan ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Lalu berikutnya juga Para Prinsipal sebagai serikat pekerja yang
memiliki intervensi dalam mengajukan permohonan. Berangkat dari
pandangan Yang Mulia saat dalam persidangan sebelumnya yang
menegaskan apakah memang ada pihak lain yang mendorong serikat
pekerja? Di sini kami tegaskan bahwasanya 4 Prinsipal ini maju
berdasarkan independensi serikat pekerja dan itu memang diakui juga di
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana permohonan yang
kami tegaskan di situ.

Berikutnya juga dalam bagian posita, ada cuma beberapa
penyempurnaan redaksional dan penambahan-penambahan frasa yang
kami tampilkan dalam 3 sub bab, Sub Bab 1, Sub Bab 2, dan Sub Bab 3.
Sub Bab 1 mengenai judul, “Air dan listrik merupakan cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai sumber ketahanan energi
dan penyedia sumber energi listrik baru terbarukan yang terjangkau,
murah, dan ramah lingkungan.”

Redaksionalnya sebagaimana permohonan yang kami sajikan, jadi
bisa dilihat oleh Yang Mulia, kami tidak akan mengulangi itu lagi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI
Lalu, penyempurnaan dari Sub Bab 2, kami sampaikan judulnya
mengenai, “Pembatasan pengelolaan sumber daya air hanya pada usaha
. Badan Usaha Milik Negara di bidang pengelolaan sumber daya

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), sehingga berpotensi Para
Pemohon beserta seluruh anggotanya mengalami kerugian atau potensi
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kerugian konstitusional berupa kehilangan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.”

Di situ kami tegaskan beberapa poin, nah, ini mengenai pekerjaan
yang selama ini telah dilakukan oleh anggota Para Pemohon mengenai
pengoperasian pemeliharaan dan juga kami tegaskan di situ, sebagai
contoh kami tegaskan ada Waduk Cirata dan Waduk Saguling, di sana
ada PLTA memiliki ... dimana anggota Para Pemohon di sana berpijak itu
memang sedari awal dimiliki oleh Pemohon, dalam hal ini grup PLN,
sehingga dari tahun 1980 bahkan, sehingga tidak tepat kiranya BIJPSDA
itu dibebankan kepada Pemohon dalam hal ini perusahaan Pemohon.

Lalu, kami juga tegaskan di sini mengenai penyempurnaan judul
Bab 3, dimana kewajiban pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber
daya air dalam Undang-Undang Sumber Daya Air kepada pemanfaat
sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air
untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena BUMN
Ketenagalistrikan berfungsi bukan sebatas komersialisasi, melainkan
ditekankan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak, berupa
kebutuhan listrik yang terjangkau dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan. Di situ kami tegaskan beberapa poin yang intinya
menegaskan khusus mengenai BUMN Ketenagalistrikan memang
difokuskan untuk tidak semata sebatas komersialisasi, tapi juga untuk
kepentingan hajat hidup orang banyak, sehingga BJPSDA rasanya tidak
tepat dibebankan kepada BUMN Ketenagalistrikan.

Nah, di situ kaitannya juga kami sambungkan dengan beberapa
poin, termasuk tidak adanya ... tidak selarasnya dengan naskah
akademik yang ada dalam Undang-Undang SDA dimana tidak pernah ada
mengenai BPJSDA untuk tenaga listrikan.

Nah terakhir, kami sampaikan langsung ke bagian Petitum, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan!
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Sebagaimana saran Yang Mulia, kami telah singkatkan Petitum
yang kami sajikan dalam perbaikan permohonan ini.

Yang pertama kami sampaikan Petitumnya, yakni menerima dan
mengabulkan permohonan penguijian undang-undang yang diajukan oleh
Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh
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karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai ‘pengelola sumber daya air dapat dilakukan juga oleh BUMN
usaha penyedia tenaga listrikan untuk kepentingan umum.’

Dan ketiga, Petitum kami, menyatakan Pasal 58 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari, termasuk di antaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh
BUMN usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.’

Yang keempat, menyatakan penjelasan Pasal 59 huruf ¢ undang-
undang dasar ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Demikian kami sampaikan perbaikan permohonan yang telah
kami ajukan, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Ari. Terima kasih sudah menyampaikan secara lisan juga
perbaikan permohonan ini. Ada ... anu ... Yang Mulia Pak Suhartoyo?
Cukup? Prof. Enny? Cukup? Baik. Dari Hakim Panel sudah menyatakan
cukup dan permo ... perbaikan permohonan ini sudah diterima dalam
Sidang Perbaikan Permohonan pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri,
saya akan mengesahkan Bukti P-1 sampai dengan P-26. Betul buktinya?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-1 sampai dengan P-26, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul? Baik. Disahkan, ya?

KETUK PALU 1X
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Ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya?
Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa ini yang mau bicara?
KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Muhammad Fandrian Hadistianto, Kuasa.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa? Silakan!
KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Izin, Yang Mulia. Kami akan ... masih akan menambah bukti surat,
khususnya mengenai KTP, namun mohon kiranya sedianya kami ingin
memasukkannya besok, namun informasi dari pihak penerima berkas di
bawah, besok MK melakukan WFH. Mohon kiranya petunjuk dari
Mahkamah, apakah tetap besok kami hadirkan atau Senin?

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti melalui e-mail bisa, kan? Di ... anu ... scan, kemudian
dikirim?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Bisa, Yang Mulia. Bisa.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu KTP yang akan ditambahkan di-scan, kemudian
dikirim. Itu KTP atas nama siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Atas nama Para Pemohon, Yang Mulia.

10
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semuanya?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi, KTP Pemohon, ya? KTP Pemohon seluruhnya?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Benar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Untuk berapa Pemohon itu, Pak?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Ada empat, Pemohon I (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, itu nanti di-scan, ya. Terus kemudian dikirim by e-mail, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Paling lambat pukul berapa kesanggupannya?

11
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KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Besok insyaallah paling lambat pukul 14.30 WIB, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, jangan kesiangan.

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Baik. Usulannya, Yang Mulia?

KETUA: ARIEF HIDAYAT
14.00 WIB saja.

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Baik, Yang Mulia. Pukul 14.00 WIB.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pukul 14.00 WIB setelah salat ... selesai salat Jumat, ya.
Dikirim, ya? Pukul 14.00 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Berikut juga dengan daftar buktinya atau tambahan bukti
suratnya, Yang Mulia?

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Kemudian, saya tambahkan, kita beri nomor P-27, ya?
Jadi, bukti tambahan itu berupa KTP empat buah berupa scan atas nama
empat orang Pemohon, ya? Betul?
KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita beri nomor P-27, gitu ya?

12
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KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, nanti akan dilihat P-27 tambahan bukti. Baik, ada lagi? Cukup?
KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDRIAN
Dari saya cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Ya, sudah cukup, kan? Cukup, ya? Baik, kalau begitu
sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 24 September 2020
Panitera,
ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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